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EUTHANASIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
Kata kunci: Euthanasia, Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

I Gusti Lanang Artha Widjaya Moh. Muhibbin Budi Parmono
ABSTRAK

Dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia
medis, kematian tidak dating secara tiba-tiba, kematian sendiri dapat terjadi
dengan rencana. Tindakan tersebut yaitu pembunuhan yang dapat diprediksi
tempat dan waktu disebut euthanasia, yang sampai saat ini masih kontroversial
serta belum teratasi dengan baik oleh beberapa pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis euthanasia, dipandang dari
perspektif hak asasi manusia dan dari perspektif hukum positif yang berlaku di
Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode teoritis normatif yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menyatakan, bahwa regulasi euthanasia dalam
Masyarakat Indonesia merupakan praktek yang mengabaikan hak hidup
seseorang dan tidak diperbolehkan. Secara tegas euthanasia belum dikenal
dalam hukum Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan yang dapat
menjerat pelaku euthanasia misalnya, dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP
Lama serta Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Baru. Proses legislasi dan
pembaharuan hukum khususnya menyangkut euthanasia masih harus terus
dilakukan dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI 1945 dengan
mempertimbangkan norma-norma agama maupun budaya yang berlaku di
Masyarakat Indonesia.

Vii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan dan Alasan Pemilihan Judul
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Masalah pembunuhan baik oleh masyarakat maupun oleh

University of Islam Malang

pemerintah digolongkan sebagai kejahatan terhadap norma hukum. Pada
dasarnya manusia tidak diperkenankan mengakhiri hidup orang lain, namun
ada juga yang membenarkan pembunuhan yang dilakukan dengan dasar
moral.

Euthanasia adalah istilah yang berkaitan dengan dunia medis,
namun hal ini juga bersinggungan dengan hukum diberbagai negara. Di
Indonesia tindakan euthanasia ini juga diatur dalam undang-undang.

Masalah pembunuhan baik oleh masyarakat maupun oleh
pemerintah ternyata masih digolongkan sebagai kejahatan terhadap norma
hukum. Yang ditafsirkan seperti perbuatan yang sangat merugikan.
Kejahatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan anti sosial yang
memperoleh tantangan secara sadar dari Negara berupa penderitaan atau
hukuman. Karena sifatnya merugikan masyarakat. Maka demi keselamatan
dan ketertiban, masyarakat secara keseluruhan dibebani kewajiban -
kewajiban dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan badan yang
berwenang menanggulangi kejahatan pembunuhan — pembunuhan yang
dilakukan dengan dasar — dasar moral dapat dibenarkan bahkan dinyatakan
wajib.

Pada dasarnya manusia tidak diperkenakan mengakhiri kehidupan

orang lain, namun ada juga yang membenarkan pembunuhan -
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pembunuhan yang dilakukan dengan dasar dasar moral dapat dibenarkan
bahkan dinyatakan wajib.

Isu — isu menyangkut akhir kehidupan (end of life) sering menjadi
pendebatan di dunia kedokteran khususnya yang bekerja di ruang perawatan
intensi. Beberapa isu tentang end of life dalam perawatan pasien kritis
diantaranya euthanasia, bunuh diri dibantu dokter (physican assisted
suicide), mati bermartabat (deat with dignity), pasien menentukan nasib
sendiri (patient-self determination), wasiat sebelum mati (advance directive),
pengobatan sia-sia (futile treatment), dan penundaan dan penghentian
bantuan hidup atau yang sering disebut withholding and withdrawing life
support. Beberapa kalangan medis belum memahami isu-isu ini sehingga
perlu pembahasan menyeluruh terkait hal tersebut karena kalangan dalam
menjalankan profesi kedokterannya tidak hanya bertanggung jawab
terhadap kesehatan pasien (professional responsibility ), tetapi juga
bertanggung jawab di bidang etika dan hukum (etika-legal responsibility),
terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, para dokter dituntut
tidak saja menambah, mengasah dan memperdalam pengetahuan dan
keterampilan di bidang kedokteran, tetapi juga harus sealu memperdalam
dan mengikuti perkembangan bioetika dan aspek medikolegal dari pelayanan
kedokteran tersebut. Setiap manusia akan mengalami siklus kehidupan yang
dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan
berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian.

Suatu hal yang menarik dalam memperbicarakan masalah
euthanasia dengan hak asasi manusia adalah yang apa yang dilakukan oleh

dr. Jaxk Kevorkian yang dijuluki "Doctor Death”, yang menolong pasien yang
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masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tanda tanya apakah yang
dilakukannya itu benar-benar menolong pasien atau malahan
membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya dibantu oleh dr. Kevorkian
antara 1990-1998, hanya 25% yang didiagnosis sebagai terminally-ill
berdasarkan hasil otopsi. Sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin
mmenurun kondisi kesehatannya, justru karena dorongan keinginannya
untuk mati.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh "Doctor Death” itu menjadi
perdebatan dari segi etika, sosial, dan hukum kedokteran. Pantaskah dokter
menentukan status dan kemudian langsung menolong pasien yang
berkeinginan mati tersebut. Atau perlukah suatu badan atau dewan yang
berwenang menentukan / memutuskan bahwa seseorang telah sampai pada
tahap terminally- ifl dan untuk itu layak ditolong dengan euthanasia.

Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih
memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal
ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di
lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan
juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu
dipikirkan sejak sekarang.

Ada suatu kontradiktif, manakala kita memiliki kembali Auman right
dimana salah satunya adalah hak untuk hidup, ternyata ada juga realita yan
menuntut adanya hak untuk mati dengan cara mengajukan tuntutan
euthanasia. Perdebatan mengenai boleh tidaknya euthanasia yang dulunya
hanya menjadi konsumsi khusus kalangan kedokteran ini, ternyata juga

bersinggungan dengan pranata sosial diantaranya hukum dan agama serta
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norma-norma yang menjadi pedoman masyarakat.

Euthanasia mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia,
lebih-lebih setelah dilangsungkannya Konperensi Hukum Se-Dunia, yang
diselenggarakan oleh World Peace Through Law Center di Manila (Filipina),
tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Yang berperan dalam sidang tersebut
adalah tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara
di dunia, sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Namun dalam
hal ini hak untuk mati tetap tidak diakui.

Euthanasia berasal dari kata Yunani Euthanatos, mati dengan baik
tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam
pengetahuan hukum kedokteran mendefinisikan Euthanasia sesuai dengan
rumusan yang dibuat oleh Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan
Dokter Belanda), yang menyatakan Euthanasia adalah dengan sengaja tidak
melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasienn atau
sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri
hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

Dunia kedokteran dahulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum,
dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang
perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja
menimbulkan hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang yang
akhirnya menjadi persoalan hukum pidana. Pada hal sesungguhnya masalah
ini dalam dunia kedokteran dapat disebut sebagai masalah klasik yaitu
Abortus Provokatus dan euthanasia. Kedua masalah ini sudah diingatkan
oleh Hippokrates dalam sumpahnya.

Persoalan menjelang akhir kehidupan manusia juga semakin
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problematis dan dilematis setelah teknologi biomedis dapat
merekayasa  teknik-teknik perpanjangan hidup secara mekanik/teknologi
respirator. Padahal konsep kematian bukan hanya fenomena-fenomena
biomedis kedokteran, tetapi juga merupakan fenomena-fenomena budaya
sosial, agama dan serta kewajiban yang disertai dengan berbagai peristiwa
ritual, yang kesemuanya sangat kukuh tertanam dalam setiap masyarakat.

Membicarakan euthanasia, ev (baik), thanatos (mati mayat),
Sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib
sendiri (the right self of determination) pada diri pasien. Hak ini merupakan
salah satu unsur utama dari hak asasi manusia mengenai euthanasia.

Menyinggung masalah kematian bila dilihat dari aspek cara
terjadinya dunia ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis
kematian, yaitu Orthothanasia yaitu kematian proses alamiah, Dysthanasia
kematian tidak wajar, dan Euthanasia pertolongan dokter.

Sejalan dengan perkembangan zaman, HAM telah dan sedang
menjadi isu internasional. Tetapi lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya
mennyangkut persoalan individu.

Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan
berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih namun
penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Pengakhiran hidup pasien
dapat dilakukan dengaan mencabut segala alat pembantu yang telah
dipasang oleh dokter yang merawatnya apakah melanggar Hak Asasi
Manusia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1990, mengeluarkan

pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak
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berfungsi lagi. Sehingga apabila batang otak telah mati maka jantung dan
paru-paru hanya bisa bergerak dengan bantuan alat-alat penopang.

Euthanasia telah lama menjadi bahan perdebatan kalangan medis,
hukum, aktivitas hak asasi manusia, dan agamawan. Terlepas dari
perdebatan itu, orang yang mengajukan euthanasia terus bertambah,
terutama di negara-negara yang melegalkan “mati dengan cara baik” itu.
Euthanasia atas permintaan atlit paralimpik Belgia, Marieke Vervoort.
Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun itu.

Belgia salah satu negara yang mengakui dan melegalkan
euthanasia. Pengakuan hukum terhadap euthanasia malah sudah lebih
dahulu di Belanda. Namun sebagian besar negara tak mengakui dan
membenarkan tindakan euthanasia. Indonesia termasuk yang tak mengakui
hak untuk mengakhiri hidup semacam itu. Ahli hukum tata negara, Jimly
Asshiddigie, berpendapat jika hak untuk mati diakui seperti halnya hak untuk
hidup, risikonya besar. Sama saja memberikan legalisasi pada orang yang
ingin melakukan bom bunuh diri dengan alasan pengakuan right to die.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M.
Choirul Anam, mengatakan euthanasia juga menjadi perdebatan di dunia
internasional. Dalam perkembangannya, ada yang mengarah pada legalisasi
dengan catatan penting. Pertama, euthanasia dibenarkan karena cukup
alasan yang sangat kuat, misalnya kesehatan yang memburuk dan sulit
disembuhkan. Kedua, pengakhiran hidup pasien dilakukan oleh orang yang
profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, dilakukan melalui prosedur yang
ketat. "Itu masih menjadi perdebatan," ujarnya kepada Aukum online.

Begitulah faktanya, sudah banyak literatur di Indonesia yang



menulis tentang euthanasia, sebagian besar memuat doktrin dan kode etik
kedokteran, serta akibat hukumnya. Sekadar memberi contoh, Kuitert dan F
Tengker menerbitkan hampir dua puluh tahun lalu buku 'Kematian yang

Digandrungi: Euthanasia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebelumnya
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sudah ada tulisan Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, "Euthanasia:
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Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana".!

Jejak perdebatan kontemporer tentang euthanasia di Indonesia
selalu merujuk pada dua kisah. Pertama, kisah Hasan Kusuma. Pada 22
Oktober 2004, Hasan Kusuma mengajukan permohonan izin ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat agar isterinya, Again Isna Nauli, diberi tindakan
euthanasia. Sang isteri sudah tergolek dalam keadaan koma selama dua
bulan, plus kesulitan yang dialami untuk membayar perawatan medis.
Tersiar kabar pada saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak
permohonan euthanasia tersebut.

Kisah kedua merujuk pada Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan
pascasarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri
hidupnya dengan cara suntik mati. Tetapi permohonannya terhalang Pasal
344 KUII Pidana, yang mengancam dokter atau tenaga medis lain yang
membantu seorang pasien mengakhiri hidup. Melalui pengacaranya, Ryan
mengajukan permohonan pengujian pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Pada
Agustus 2014 lalu, permohonannya dicabut. Alasannya, Ryan sudah punya
semangat untuk menjalani kehidupan lagi. Pencabutan permohonan itu

disambut positif hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini.

! Djoko Prakoso dan Djamal Andhi Nirwanto, Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum
Pidana, Cet. Pertama 1984
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Sebenarnya, ada satu kisah yang lebih lengkap dibanding kasus
Nyonya Again dan Ryan. Permohonan euthanasia yang diajukan Berlin
Silalahi (BS) malah sudah diputuskan pengadilan. Berdasarkan penelusuran
Hukum online, permohonan euthanasia diajukan Berlin ke Pengadilan Negeri
Banda Aceh pada Mei 2017 lalu. Pemohon adalah korban tsunami Aceh yang
terjadi pada 24 Desember 2004. Seperti sejumlah korban lain, BS
ditempatkan di barak Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh
Besar. Selama dua tahun di sana, BS menunggu bantuan perumahan yang
layak.

Rumah yang ditunggu belum terealisasi, BS dipindahkan ke barak
lain di Gampong Tibang, kecamatan Syiah Kuala. Di sini, BS bersama isteri
dan anak bungsunya tinggal selama 2,5 tahun. la kembali dipindahkan ke
barak lain di Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Di barak inilah BS
tinggal sejak 2009 hingga mengajukan permohonan euthanasia.

Permohonan euthanasia diajukan lantaran sakit yang diderita BS
sejak 2013. Pria kelahiran 1971 itu sudah lumpuh dan tak dapat lagi mencari
nafkah untuk keluarganya. Kebutuhan sehari-hari banyak dibantu penghuni
barak. Selain lumpuh, BS menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada
tulang, dan asma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun.
Pengobatan medis ke rumah sakit dan pengobatan tradisional sudah dijalani
namun tak kunjung sembuh. Penderitaan pemohon semakin berat karena
kepala daerah memerintahkan bongkar paksa barak yang ditinggali
pemohon. Itu sebabnya BS mengajukan permohonan euthanasia ke
pengadilan. Surat pernyataan dari BS, surat persetujuan isteri, dan surat

konsultasi dari dokter spesialis sudah dilampirkan sebagai bukti.
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Ternyata, permohonan BS ditolak pengadilan. Hanya dalam waktu
dua pekan, hakim tunggal sudah mencapai kata sepakat untuk menolak
permohonan pemohon Hakim merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran, dan Pasal 343 KUH Pidana. Dalam
pertimbangannya, hakim menegaskan punya kewajiban untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, sesuai amanat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitan itu, hakim tak hanya melihat peraturan
perundang-undangan, tetapi juga hukum Islam yang dianut pemohon, dan
hukum adat setempat.

Hakim Ngatemin yang memutus permohonan ini mengutip
pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa euthanasia dilarang karena
keputusasaan, dan tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian hakim
mengutip sejumlah ayat Al Qur'an dan Hadits yang pada intinya melarang
membunuh diri sendiri. "Menimbang bahwa sesuai dengan agama yang
dianut oleh Pemohon, yaitu agama Islam, bahwa berputus asa dalam hukum
Islam tidak dibenarkan, begitu halnya terhadap sebuah penyakit yang
sedang diderita oleh seseorang, sehingga euthanasia tidak seharusnya
dilakukan demi mengakhiri penderitaan," demikian antara lain pertimbangan
hakim.

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik
mengenai euthanasia (Mercy Killing). Euthanasia atau menghilangkan nyawa
orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana
menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan

pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=
=
=
©
wid
o
o
=
©
T
©

10

yang tidak setuju tentang euthanasia

Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini
berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk
mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan
yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusian. Dengan keadaan dirinya
yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia
dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.

Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia
beralasan bahwa setiap manusia tidak memilih hak untuk mengakhiri
hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan
yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang
yang dipakai sangatlah bertolak belakang dan lagi-lagi alasan perdebatan
tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia. Walaupun pada
dasarnya tindakan euthanasia termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang
diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Negara-negara Eropa (Belanda) dan Amerika tindakan euthanasia
mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya, hal ini juga
dilakukan oleh Negara Jepang. Tentunya dalam melakukan tindakan
euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan persyaratan yang harus
dipenuhi agar euthanasia bisa dilakukan.

Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat
prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa
penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya

tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk
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mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti
inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau
tindakan medis. Bahkan euthanasia dengan menyuntik mati disamakan
dengan tindakan pidana pembunuhan. Alternatif terakhir yang mungkin bisa
diambil adalah penggunaan sarana via extraordinaria.

Jika memang dokter sudah angkat tangan dan memastikan secara
medis penyakit tidak dapat disembuhkan serta masih butuh biaya yang
sangat besar jika masih harus dirawat, apalagi perawatan harus diusahakan
secara ekstra, maka yang dapat dilakukan adalah memberhentikan proses
pengobatan dan tindakan medis di rumah sakit.

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mandapatkan tempat
yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum
Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara
yuridis. Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan euthanasia
oleh suami Again ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan. Dan
akhirnya korban yang mengalami koma dan ganguan permanen pada
otaknya sempat dimintakan untuk dilakukan euthanasia, dan sebelum
permohonan dikabulkan korban sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat
oleh dokter.

Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan
euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap
diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika,

maupun moral.
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Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan Euthanasia dalam perspektif hukum pidana
Indonesia?

2. Bagaimanakah pandangan Euthanasia dalam perspektif hak asasi

manusia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Perspektif Hukum Pidana
tentang Euthanasia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Perspektif Hak

Asasi Manusia tentang Euthanasia

Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

2. Secara teoritis diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum di
Indonesia khususnya hukum pidana terkait peraturan tentang Euthanasia.
Serta menambah pengetahuan pribadi peneliti dan dapat merangsang
lahirnya penelitian-penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan
teori-teori dibidang hukum pidana.

3. Secara praktis hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai
rujukan penelitian perumusan peraturan serta dalam penegakan hukum

khusus euthanasia di Indonesia.
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Kajian Teori
Teori Pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Teori Absolute (retributf theory) atau Teori Pembalasan

Bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang
dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada
terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sanksi dalam hukum pidana karena orang telah melakukan
kejahatan. Jelas merupakan tuntutan etika orang yang melakukan
kejahatan akan dihukum dan hukum itu merupakan keharusan yang
sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang
baik

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Memandang pidana adalah alat untuk
menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori relatif ini
berasas dalam 3 tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterence,
dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat. Deterence
menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Reformatif untuk

mengubah sifat jahat pelaku dengan pembinaan dan pengawasan.

3. Teori Gabungan atau Teori Moderen

Tujuan bersifat plural karena menggabungkan prinsip relatif
(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebegai suatu kesatuan. Teori ini
bercorak ganda, Dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan
sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.
Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

tersebut ialah suatu reformasi.



14

F. Sistematika Penulisan
Tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari
beberapa bab.

Dalam Bab I dibahas tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar

REPOSITORY

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

University of Islam Malang

orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II berisi kajian pustaka, yang membahas mengenai
beberapa sumber pustaka yang mengupas tentang Euthanasia dalam
Perspektif Hukum Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam metode ini
dibahas tentang jenis penelitian dan jenis pendekatan, bahan hukum
penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan
hukum.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan analisisnya. Dalam
bab ini dibahas mengenai Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan
Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V membahas mengenai penutup yang berisi pembahasan

tentang kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
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Apabila Euthanasia dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia maka
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sangat bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD Negara Republik
Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: pasal
28A, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (1). Selain bertentangan dengan
pasal-pasal tersebut, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan pasal 4,
pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Kemudian, dalam konteks hokum positif di Indonesia, sampai
saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan euthanasia di
Indonesia. Pelaku tindakan euthanasia di Indonesia masih diancam dengan pasal
338 KUHP, 340 KUHP, 344 KUHP dan 345 KUHP.

Beberapa pasal lain yang dapat dikaitkan dengan pelaku euthanasia,
antara lain: pasal 304 KUHP, pasal 306 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 345 KUHP,
pasal 359 KUHP, dan pasal 531 KUHP. Pihak-pihak lain (dokter, perawat, tenaga
kesehatan, keluarga pasien) yang membantu tindakan euthanasia dapat

dikenakan pasal tambahan, yaitu pasal 55-62 KUHP tentang penyertaan.

B. SARAN
Dalam hal permintaan euthanasia yang berasal dari pasien atau
keluarga pasien, sebaiknya dokter menolak permintaan tersebut sebab
seorang dokter harus berpedoman pada norma tertulis dan tidak tertulis

dalam bekerja atau keinginan yang kuat dari pasien atau keluarga pasien
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untuk melakukan tindakan euthanasia, sebaiknya disampaikan ke Komite
Medik dan pelaksanaan euthanasia sebaiknya menunggu penetapan putusan
pengadilan. Namun, ketiadaan norma hukum yang mengatur euthanasia,
diharapkan payung hukum untuk mengontrol tindakan euthanasia ke

depannya supaya profesi dokter mendapat perlindungan hukum.
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